
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PSIT'I|JT'K PELIIKSAIYAAIT SISTEU DAN PROSEDI'R PEUI'XGUTAIT PA"IN(
BTIMI DAIY BAITGUITAI{

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI MAHAI(AM ULU,

Menimbang

b. bahwa dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu perlu
melakukan penyesuaian Penetapan Pajak Bumi dan
Bangunan;

Mengingat

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik
lndonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2000 (trmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2OO2
tentang Pengadilan Pajak (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

BIIPATI MAIIAXAM I'LU
PROVINSI KALIMAI{TAN TIMUR

a. Bahwa Sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19
Tahun 2016 Bagian kesepuluh Pasal 38 Tentang Pajak
Bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan Perlu
disusun Petunjuk Pelaksanaan sistem dan Prosedur
Pemungutan;



4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang - Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang - Undang Nomor l5 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggrrng Jawab Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 20ll
tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor
82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
52341;

9. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang
Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi
Kalimantan Timur ( l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan l.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5395);

10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun
2Ol4 Tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S8,Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (t embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46,Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 247, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4049);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari
Penjualan Secara t elang dalam rangka Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan L,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4050);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4488);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (tcmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan l.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1

2OO7 tentang Pengesahan, Pengundangan
Penyebarluasan Peraturan Perundang - undangan;

Tahun
dan

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ll IPMK.OT l2OlO
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran
Ketentuan Dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 43 Tahun
1999 tentang Sistem dan Prosedur Adminitrasi Pajak
Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan lainnya;



21. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam
Ulu Tahun 2016 Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1014).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN KABUPATEN MAHAKAM ULU.

BAB I
I(STEI{TUAII I'UUU

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Mahakam Ulu;

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah
Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten
yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah;

4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing -
masing;

5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Mahakam Ulu;

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
selaku pengelola barang milik Daerah;

7. Satuan Keg'a Perangkat Daerah, yang selanjutnya di singkat SKPD, adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna barang milik
daerah;

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam
Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan kmbaga Teknis Daerah, dan
Kecamatan;

9. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak terhadap bumi dan/ atau
bangunan yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang
ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/ atau bangunan,
yang selanjutnya disebut PBB;

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang -
undangan perpajakan daerah ;



ll.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
Koperasi, dana pensiun, persekutuan perkumpulan yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap;

12. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) merupakan Sarana bagi Wajib
Pajak (WP) untuk mendaftarkan Objek Pajak yang akan dipakai sebagai
dasar untuk menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang;

13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPm) adalah surat yang digunakan
oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)
untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang
terhutang kepada Wajib Pajak (WP);

14. Surat Tanda Setoran (STS) adalah bukti penyetoran seluruh pembayaran
PBB ke kas daerah.

15. Laporan Rea-lisasi Penerimaan PBB adalah keluaran dari pencatatan yang
dilakukan oleh Fungsi Pembayaran/bidang Pendapatan Daerah atas
penerimaan PBB.

BAB II
RUANG LIITGITT'P

Pasal 2

(l) Sistem dan Prosedur Pemungutan PBB mencakup seluruh rangkaian
proses yang harus dilakukan dalam mendaftarkan, mendata, dan menilai
objek pajak, serta dalam menetapkan, menerima pembayaran, menagih,
dan melaporkan penerimaan PBB;

(2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Prosedur pendaftaran objek pajak;

b. Prosedur pendataan objek pajak;

c. Prosedur penilaian objek pajak;

d. Prosedur penetapan PBB;

e. Prosedur pembayaran PBB/bidang pendapatan;

f. Prosedur penagrhan PBB;

g. Prosedur pencatatan penerimaan PBB.

(3) Prosedur pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a adalah prosedur pendaftaran objek pajak oleh Wajib Pajak sendiri;

(4) Prosedur pendataan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah prosedur pendataan obek pqjak yang dilalukan oleh Fungsi
Pendataan;



(5) Prosedur penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
c adalah prosedur menilai objek pajak, baik yang didaftarkan sendiri oleh
Wajib Pajak maupun yang didata langsung oleh Fungsi Pendataan;

(6) Prosedur penetapan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf d
adalah prosedur penghitungan jumlah pajak terutang hingga pengajuan
keberatan yang mungkin dilakukan oleh Wajib Pajak terkait;

(7) Prosedur pembayaran PBB sebagaimana dimaksud pada ayat {21 huruf e
mencakup tiga alternatif prosedur pembayaran PBB yang dapat dipilih oleh
Wajib Pajak untuk membayar PBB terutangnya;

(8) Prosedur penagihan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf f
adalah prosedur penagrhan bagi Wajib Pajak yang terlambat membayar
PBB dan/ atau membayar dengan jumlah yang kurang;

(9) Prosedur pencatatan penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf g adalah prosedur p€ncatatan dan pelaporan seluruh penerimaan
PBB.

Pasal 3

(l) Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Badan Pendapatan Daerah memerlukan perangkat berupa fungsi-
fungsi sebagai berikut :

a. Fungsi Pelayanan;

b. Fungsi Pendataan;

c. Fungsi Penilaian;

d. Fungsi Pengolahan Data;

e. Fungsi Penetapan;

f. Fungsi Pembayaran/Bidang Pendapatan; dan

g. Fungsi Penagihan.

(2) Fungsi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas
untuk mengurus proses registrasi objek pajak oleh Wajib Pajak dan juga
proses keberatan yang diajukan;

(3) Fungsi Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas
untuk meneliti SPOP dari proses registrasi dan pendataan serta
menyimpan seluruh SPOP di dalam arsip;

(4) Fungsi Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas
untuk menilai objek PBB, baik bumi (tanah) maupun bangunan;

(5) Fungsi Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
bertugas untuk mengelola basis data terkait objek pajak;

(6) Fungsi Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertugas
untuk menetapkan jumlah PBB terutang dan memeriksa dokumen-
dokumen dalam proses pengurusan keberatan;

(7) Fungsi Pembayaran / Bidang Pendapatan sebagaimeura dimaksud pada ayat
(1) huruf f bertugas untuk menyiapkan I-aporan Realisasi Penerimaan PBB;



(8) Fungsi Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bertugas
untuk melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar
PBB terutangnya atau membayar dalam jumlah yang kurang.

BAB III
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLIIAN PBB

Baglan Pertama
Prosedur Pendaftaran ObJek PBB

Pasal 4

Fungsi Pelayanan mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh
Wajib Pajak yang ingin mendaftarkan objek PBB-nya.

Pasal 5

(1) Wajib Pajak mendatangi Fungsi Pelayanan untuk mendaftarkan objek PBB
yang dimilikinya;

(21 Tata cara pendaftaran objek PBB adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Prosedur Pendataan ObJek PBB

Pasal 6

(1) Fungsi Pendataan mempersiapkan sumber daya manusia serta dokumen -
dokumen yang diperlukan untuk mendata objek PBB;

(2) Fungsi Pendataan turun ke lapangan dan mendata objek PBB secara
langsung lalu menyimpan data - data yang diperoleh di dalam arsip;

(3) Tata cara pendataan objek PBB adalah sebagaimana tercantum dala
lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1) Fungsi Penilaian dapat melakukan penilaian atas objek pajak tanah dan
juga bangunan secara massal;

(2) Penilaian massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berupa :

a. Penilaian massal tanah;

Baglan Ketlga
Prosedur Penilalan ObJek PBB

Pasal 7



b. Penilaian massal
standar;

bangunan dengan menyusun DBKB objek pajak

Penilaian massal bangunan dengan menyusun DBKB objek pajak non
standar.

c

(3) Tata cara
tercantum
Bupati ini.

penilaian objek
dalam lampiran

PBB secara massal adalah sebagaimana
III yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Pasal 8

(1) Fungsi Penilaian dapat melakukan penilaian atas objek p4jak tanah dan
juga bangunan secara individual;

(2) Penilaian individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat berupa :

a. Penilaian individual untuk objek pajak berupa bumi dengan
pendekatan data pasar;

b. Penilaian individu baik untuk tanah maupun bangunan dengan
pendekatan biaya;

c. Penilaian individual objek pajak bangunan dengan pendekatan
kapitalisasi pendapatan.

(3) Tata cara penilaian objek PBB secara individual adalah sebagaimana
tercantum dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Baglan Keempat
Prosedur Penetapan PBB

Pasal 9

(1) Fungsi Penetapan menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk
menetapkan jumlah PBB terutang;

(2) Fungsi Penetapan mendistribusikan SPPT ke Wajib Pqjak melalui Tempat
Pembayaran PBB.

Pasal 1O

(1) Wajib Pajak yang merasa keberatan dengan jumlah pajak terutang
meng4jukan keberatan kepada Fungsi Pelayanan. Jika memenuhi
persyaratan, keberatan akan diproses hingga ke Kepala Badan Pendapatan
Daerah;

(2) Tata cara penetapan PBB adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran
IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Baglan Kellma
Prorodur Pembayaran PBB

Pasal 11

(1) Wajib Pajak dapat membayar PBB dengan salah satu dari tiga altematif
cara pembayaran berikut ini :

a. Pembayaran PBB ke Petugas Pemungut;

b. Pembayaran PBB ke Tempat Pembayaran yang ditunjuk;
c. Pembayaran PBB ke Tempat Pembayaran Elektronik (TPE)

(2|Tala cara pembayaran PBB adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran
V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Baglan Keenam
Proredur Penagthan PBB

Pasal 12

(1) Fungsi Penagihan memproses Wajib Pajak yang tidak membayar PBB-nya
atau membayar tetapi dalam jumlah yang kurang dengan cara menerbitkan
berbagai dokumen, mulai dari Surat Tagihan Pajak, Surat Teguran, hingga
Surat Paksa;

(2) Apabila Wajib Pajak tetap tidak membayar, Fungsi Penagihan akan
menindaklanjuti Wajib P4iak terkait dalam bentuk penuntutan, pelelangan
aset Wajib Pajak, dan lain - lain;

(3) Tata cara penagihan objek PBB adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Baglan KetuJuh
Prosedur Pencatatan Penerlmaan PBB

Pasal 13

Bendahara Penerimaan
pembayaran PBB yang
pembayaran, serta TPE.

menyusun LPJ Bendahara
telah diterima dari petugas

Penerimaan atas
pemungut, tempat

Pasal 14

(1) Bidang Pendapatan oleh Badan Pendapatan Daerah membuat laporan
Realisasi Penerimaan PBB atas seluruh PBB yang diterima;

(2) Tata cara pencatatan penerimaan objek PBB adalah sebagaimana
tercantum dalam lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.



BAB IV
FASILITASI

Pasal.15

(1) Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan fasilitasi Pelaksanaan
Peraturan Bupati ini;

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup
mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran - lampiran sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang - undangan, melaksanakan sosialisasi,
supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk
kelancaran penerapan peraturan Bupati ini.

BAB V
K TEilTUAN PENI'TT'P

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanegal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam
Ulu.

Ditetapkan di Uj Bilang,

llo l{rmr J!brlln D"i
1 &s. Y. Juan J€nau Wakil Bupati ,,N
2 Drs. YotEi€5 AYUn. M Si S€*da ?.v
3 Drs ThofiEs Htpng Asiston lll /a I
4 Y ArdiAbeh S 56, M.Si Kopab BAPENDA

/ nlllt
Yo6€p s6ngbrc, SH Ph (dag Hukum KKan-689 (umdam

Pada tanggal, 6 ber 2Ol7
BI,PATI ULU,

Diundangkan di Ujoh Bilang,
pada tanggal, 6 November 2017

SEKREf,ARIS DAIRAII
I(ABT'PATEN IAIIAXAU ULU,

AVUN

BERITA DAERAH KAI}UPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2OI7 NOMOR 34

BONIFASIUS BELAWAN GEH



LAMPIRAN I: PERATT'RAN BT'PATI MAIIAXAM ULU IYOMOR 34 TAHUN
2OI7 TEITTANG PETUNJUK PELAKSAITAAN SISTEM DAN
PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BI,IMI DA.!T BANGUI{AN.

PROSEDUR PPNDAFTARAN OBJEX PA"'AK

A. GAMBARANUMUM.

Dalam prosedur pendaftaran objek pajak ini, Wajib Pajak merupakan pihak
yang secara aktif meregistrasikan objek pajalnya sendiri. Proses
Pendaftaran dilakukan melalui Fungsi Pelayanan di Badan Pendapatan
Daerah yang kemudian akan meneruskan data dari Wajib Pajak ini ke
Fungsi Pendataan.

1. WaJtb PaJak.

Merupakan pihak yang memiliki objek pajak berupa tanah dan atau
bangunan.

2. Fungrl Pelayanan

Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak
(SPOP) sebagai media Wajib Pajak mendaftarkan objek pajak mereka.
Fungsi Pelayanan akan memproses registrasi objek pajak yang
dilakukan Wajib Pajak hingga meneruskan data tersebut ke Fungsi
Pendataan.

3. Fungsl Pendataan

Merupakan pihak yang menerima data mengenai objek pajak yang
didaftarkan Wajib Pajak melalui Fungsi Pelayanan. Fungsi Pendataan
juga akan melakukan tindaklanjut jika SPOP bermasalah. Kemudian
data yang telah diperiksakan disimpan baik dalam arsip maupun basis
data.

C. LANGKAH.LANGKAH TEKNIS.

Lanrkah I
Fungsi Pelayanan mempersiapkan SPOP, Tanda Terima Penyampaian
SPOP (dua lembar) serta Tanda Terima Pengembalian SPOP (dua lembar).
Kemudian, Fungsi Pelayanan akan menyediakan dokumen-dokumen
tersebut di Tempat Pengembalian yang telah ditentukan;

Fungsi Pelayanan sendiri dan/atau Bank/ Kantor Pos yang ditunjuk.
Langkah 2

Wajib Pajak mendatangi salah satu Tempat Pengambilan yang telah
ditentukan untuk mengambil SPOP. Wajib Pajak harus menandatangani
kedua lembar Tanda Terima Penyampaian SPOP lembar pertama dokumen
ini akan disimpan oleh Wajib Pajak sementara lembar kedua disimpan
dalam arsip Fungsi Pelayanan.

Lanqkah 3

Wajib Pajak mengisi dan mengembalikan SPOP. Fungsi pelayanan
memberikan Tanda Terima Pemgembalian SPOP untuk ditandatangani
Wajib Pqjak. Lembar pertama akan diberikan kepada Wajib Pajak
sedangkan yang kedua disimpan dalam arsip Fungsi Pelayanan.

B. PIHAK TERXAIT.



Lanrtah 4
Fungsi Pelayanan menyiapkan Daftar Penyampaian dan Pengembalian
SPOP untuk mengontrol diterimanya SPOP oleh Wajib Pajak yang ingin
mendaftarkan objek pajaknya. Selain itu, pengembalian SPOP yang telah
diisioleh Wqiib Pajak juga terpantau dengan adanya Daftar ini.
Lautrh 5

Fungsi Pelayanan menyerahkan SPOP yang telah di isi ke Fungsi
Pendataan untuk diteliti jika SPOP bermasalah, Fungsi Pendataan akan
melakukan penelitian Lapangan dan merevisi SPOP tersebut tetapi jika
tidak, SPOP dapat langsung disimpan kedaLam arsip serta basis data SPOP.
SPOP yang bermasalah juga akan disimpan kedalam arsip dan basis data
SPOP setelah revisinya selesai.
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A.1. Pendataan Objek Pajak 2
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LAUPIRAN II: PERATTIRAIT BUPATI MAIIAIIAM T,LU NOMOR 34 TAHUN
2017 TEI{TANG PETUNJI'K PELN(SAITAAI{ SISTEU DAN
PROSEDT'R PEMT'NGUTAN PA"'AK BI'MI DAIT BANGUNIIN.

PROSEDI'R PENDATAAN OBJEK PAJAX

A. GA.IVIBARAN UMUM.

Dalam prosedur pendataan objek pajak ini, Fungsi Pendataan Badan
Pendapatan Daerah mengumpulkan data objek pajak secara langsung ke
lapangan. Fungsi Pendataan secara aktif melakukan berbagai hal seperti
persiapan, pekerjaan lapangan, hingga mendokumentasikan data-data
tersebut bersama Fungsi Pengolahan data.

B. PIHAK TERNAIT.

1. WaJib PaJak.

Merupakan Pihak yang memiliki objek pajak berupa tanah dan.atau
bangunan.

2. Fungsi Pendataan.

Merupakan bagian dari organ Dispenda yang mengumpulkan data
objek pajak langsung ke lapangan. Tahapan yang dilakukan mulai dari
persiapan pengambilan data ke lapangan hingga penyimpanan data-
data yang berhasil diperoleh ke dalam arsip.

3. Aparat Desa.

Aparat desa membantu Fungsi Pendataan untuk memberikan stiker
Nomor Objek Pajak (NOP) dan SPOP kepada Wajib Pajak serta
mengembalikan SPOP yang telah diisi Wajib Pajak kepada Fungsi
Pendataan.

4. Frrngrl Pengolahan Data.

Salah satu fungsi dalam Dispenda ini akan merekam data-data objek
pajak dari fungsi Pendataan ke dalam basis data mereka.

C. LANGI{AH-LANGI(AH TEKNIS.

Langkah 1

Fungsi Pendataan melakukan penelitian pendahuluan sebelum turun ke
lapangan mengumpulkan data mengenai objek pajak secara langsung.
Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian pendahuluan terdiri dari
luas wilayah, perkiraan luas tanah yang dapat dikenakan PBB, luas tanah
dan bangunan yang sudah dikenakan PBB, jumlah penduduk, serta
jumlah Wajib Pqjal< yang sudah terdaftar.

Langkah 2

Fungsi Pendataan menyusun rencana keq'a berdasarkan data dan
informasi tersebut. Rencana ke{a ini digunakan untuk menyusun
organisasi pelaksana pengumpulan data objek pajak di lapangan. Setelah
itu, Fungsi Pendataan akan menyediakan sketsa peta desa/kelurahan dan
sarana pendukung.

Langkah 3

Langkah ini merupakal peke4'aan lapangan untuk memperoleh data objek
pajak. Bersamaan dengan langkah ini, Fungsi Penilaian melakukan
pekerjaannya (dijelaskan di bagian Penilaian). Terdapat empat alternatif
untuk memperoleh data objek pajak, yaitu :



3.1 ilenyarnpaitan &a temaotau Pengenbalian SPIOP

o Fungsi Pendataal membuat sket/peta blok berdasarkan sketsa, peta
desa / kelurahan. Sketsa / Peta blok ini kemudian akan digunakan
untuk membuat sket letak relatif bidang objek pajak dan melengkapi
administrasi. Dengan membuat sket letak relatif bidang objek pajak
dan kelengkapan administrasi, Fungsi Pendataan akan memiliki Daftar
sementara Data Objek dan sumber Pajak ini akan disimpan di dalam
arsip.

r Fungsi Pendataan akan memberi Nomor objek Pajak (NOP) terhadap
objek pajak yang didata dan juga mengidentifrkasi kumpulan objek
pajak tersebut berdasarkan batas Rukun Tetangga (RT) dan Rukun
Warga (RW).

3.2 teagutur Bidarg ObJek Pqjak

o Berdasarkan sketsa, peta desa/kelurahan serta sketsa relatif bidang,
Fungsi Pendataan mengukur batas-batas objek pajak dan
menempelkan stiker NOP di bangunan yang sudah diukur.

o Fungsi Pendataan akan mengisi SPOP berdasarkan data objek pajak
yang telah diukur lalu menyerahkan SPOP tersebut kepada Wajib
Pajak.

. Wajib Pajak mengecek data yang diisikan pada SPOP mereka kemudian
menandatangani SPOP tersebut. Setelah itu, Wajib Pajak akan
mengembalikan SPOP ke Fungsi Pendataan.

3.3 Mongtdeatililrast ObJek Pqiak

o Berdasarkan sket, peta desa/ kelurahan serta sket relatif bidang,
Fungsi Pendataan mengidentifikasi data objek pajak dan memberi NOP
berdasarkan data tersebut.

o Fungsi Pendataan mengisi data objek pajak dan wajib pajak pada SPOP
kemudian memberikan SPOP yang telah diisi tersebut kepada Wajib
Pajak untuk di konfirmasi.

o Wajib Pajak mengecek data yang diisikan pada SPOP mereka kemudian
menandatangani SPOP tersebut. Setlah itu, Wajib Pajak akan
mengembalikan SPOP ke Fungsi Pendataan.

3.4 Uemverlfltast Data ObJek Pqiak
o Berdasarkan sketsa, peta desa/kelurahan serta sketsa relatif bidang,

Fungsi Pendataan meneliti ada atau tidalmya perubaha data mengenai
objek pajak terkait. Jika tidak ada, F\:ngsi Pendataan akan menyalin
data mengenai objek pajak terkait. Jika tidak ada, Fungsi Pendataan
akan menyalin data yang tersedia ke SPOP. Jika ada perubahan, maka
Fungsi Pendataan akan melakukan revisi terlebih dahulu. Setetah itu,
SPOP yang telah diisi, baik dengan data lama yang tidak berubah
maupun data baru hasil revisi, akan diserahkan ke Wajib Pajak.

. Wajib Pajak mengecek data yang diisikan pada SPOP mereka kemudian
menandatangani SPOP tersebut. Setelah itu, Wajib Pajak akan
mengembalikan SPOP ke Fungsi Pendataan.

Lanr&ah 4
Fungsi Pendataan memberi kode ZNT berdasarkan SPOP yang telah diisi..
Kemudian, SPOP yang telah memiliki kode ZNT ini akan diteliti dan
diarsipkan. Kegiatan meneliti SPOP sendiri terdiri dari melengkapi SPOP
yang belum lengkap lalu mencocokkan SPOP yang sudah lengkap dengan
Sketsa/Peta blok/ZNT.



Laagtah 5
Berdasarkan data pasar, Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB), peta
blok, SPOP, Serta net konsep sket/peta ZNT, Fungsi Pendataan akan
meneliti data-data masukan ini kemudian menyerahkannya ke Fungsi
Pengolahan Data.

LangLaL 6
Fungsi Pengolahan Data menyimpan data-data ini ke dalam basis data
mereka lalu mengembalikan dokumen-dokumen aslinya ke Fungsi
Pendataan. Fungsi Pendataan kemudian akan menyimpan dokumen-
dokumen ini ke dalam arsip-arsip yang sesuai.



D. BAGAN ALUR.
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A 2.2 Pekerfaan Lapangan SPOP
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A 2.2 b. Pekerraan Lapangan Pengukuran Bidang Obiek Paiak
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A 2.2 c. PekerJaan l,apangan Mengidentiffkas Obiek Paiak
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A 2.2 d. Pekeriaan Lapangan Verlflkasl Data Obfek Paiak
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L.A"HPIRAN III: PERATT'RAT BI'PATI UAIIAIIAT I'LU I|OIOR 34 TAHIIIT
2017 TEITTAI|G PETT'I{JI'I( PEI"AITSATAAI| SISrrEU IIAIT
PROSEDT'R PIUUITGUTAIT PT"'AT BI'uI DAIT
AAilGT'I|AIT.

PROSEDI'R PEIULAIAX O&'EK PA^'AX

A. GA.HBARAN I'UTIH.

Dalam prosedur penilaian objek pajak ini, Fungsi Penilaian Badan
Pendapatan Daerah akan menilai objek pajak, baik yang didaftarkan oleh
Wajib Pajak sendiri maupun yang di data oleh Fungsi Pendataan. Untuk
menilai objek pajak berupa tanah maupun bangunan ini, Fungsi Penilaian
dapat menilai secara missal maupun individual.

B. PIIIAI{ TERI(AIT.

1. fungsf P3nllaien.

Merupakan bagian dari organ Bapenda yang mengumpulkan data objek
pajak langsung kelapangan. Tahapan yang dilakukan mulai dari
persiapan pengembalian data kelapangan hingga penyimpanan data-
data yang berhasil diperoleh kedalam arsip.

2. Furgsf Pendatran.
Fungsi Pendataan adalah pihak yang menyerahkan SPOP ke F'ungsi
Penilaian agar objek Pajak yang terdata dapat dinilai.

C. I"AITGNATI-LIIITGXAII TEI{I[S.

Untuk penilaian massal, ada tiga macam penilaian yang dapat
dilakukan, yaitu penilaian missal tanah, penilaian missal bangunan
dengan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) Objek Pajak Standar
dan juga Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) objek pajak non
standar. Berikut Penj elasannya.

Q.!.t Pgnltatan fa33al Tanah

Laaeteh I
Fungsi Penilaian mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan
untuk menilai tanah secara massal Dokumen-dokumen ini terdiri dari
peta wilayah, petadesa/ kelurahan, petablok, peta ZNT, ZNT lama, data
Nilailndikasi Rata-rata (NIR), data dari laporan Notaris/PPAT, data potensi
pengembangan wilayah serta data jenis penggunaan tanah.

Iaogtah 2
Fungsi Penilaian mengumpulkan data harga jual tanah untuk menentukan
nilai pasar wqjar. Nilai Pasar Wajar ini akan diguna Fungsi Penilaian untuk
menentukan nilai pasar tanah per meter persegi.

Iragtah 3
Fungsi Penilaian membuat batas imajiner.7.ona Nilai Tanah (ZNT) untuk
membuat konsep peta ZNT dengan batasimajiner. Konsep peta ini akan
digunakan untuk menganalisis data penentuan NIR.

Laar*ah 4
Fungsi Penilaian membuat Peta ZNT akhir yang al<an digunakan untuk
menyiapkan Nilai Jual Objek Pqiak (NJOP) bumi. Daftar NJOP Bumi
merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai
salah satu komponen dalam menghitung PBB terutang.



C.1.2 Penilaian tassal Sargurran deagan DBIIE ObJek Pqrat 8t8rd8r.

Lenr&ah 1

Fungsi Penilaian membuat Volume Jenis Pekerjaan serta data harga
satuan pekerjaan dalam rangka men5rusun rencana anggaran biaya
bangunan.

Lanstah 2
Setelah memiliki data biaya dasar total bangunan. F\rngsi Penilaian
menghitung biaya dasar keseluruhan bangunan untuk mendapatkan
DBKB objek pajak standar.

LansLah 3
Fungsi Penilaian menentukan NJOP bangunan standar. NJOP bangunan
standar merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan
sebagai salah satu komponen dalam menghtung PBB terutang.

C. 1. 3 Penllalan Uassd Baoguana dengan DBKB ObJek \lat lton Stan&r.

Ianslah 1

Fungsi Penilaian menJrusun daftar komponen bangunan untuk
menentukan nilai komponen utama bangunan, nilai komponen material
bangunan, serta nilai komponen fasilitas bangunan.

Laagt h 2
Berdasarkan Daftar nilai komponen utama bangunan, daftar nilai
komponen material bangunan, serta daftar nilai komponen fasilitas
bangunan tersebut, Fungsi Penilaian membuat DBKB Objek Pajak Non
Standar.

Iauhah 3

F\rngsi Penilaian menentukan NJOP bangunan non standar. NJOP
banunan non standar merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan
digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB
terhutang.

Sementara itu, penilaian individual memiliki tiga jenis pendekatan, Yaitu
pendekatan data pasar (untuk pasar), pendekatan biaya (untuk tanah dan
bangunan) dan juga pendekatan kapitalisasi pendapatan.

Berikut penjelasannya.

C.2. I Penllalan deagan PendoLatan Data Pasar lUntut Pasafl.

Laar&ah f
Fungsi Penilaian melakukan persiapan kegiatan menilai objek pajak;
membuat rencana keda serta menyiapkan dokumen-dokumen pendukung
seperti SPOP dan Lembar Kerja Objek khusus (LKOK).

Iaartah 2
Fungsi Penilaian mengumpulkan data pasar tanah dan
membandingkannya dengan objek pajak terkait. Jika selisihnya kurang
dari 10% terhadap NIR, Fungsi Penilaian akan menggunakan NIR sebagai
dasar penetapan PBB. Namun, jika selisihnya lebih dai lQo/o, Fungsi
Penilaian akan membuat Rekomendasi NIR untuk penilaian periode
berikutnya.



I.aaqLah 3

Fungsi Penilaian menentukan NJOP bumi. NJOP Bumi merupakan
keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu
komponen dalam menghitung PBB terutang.

C. 2. 2 Penllaian dengan Pendekataa Btaya (uatuL Tanah dan Bangunaaf

l,arskah I
Fungsi Penilaian melakukan penilaian berdasarkan SPOP dan LKOK objek
p4iak terkait. Untuk tanah, penilaian yang dilakukan sama dengan pada
tahap penilaian dengan pendekatan data pasar. Sementara itu, untuk
bangunan, Fungsi Penilaian perlu menghitung nilai perolehan baru
bangunan terkait lalu dikurangi nilai penyusutan.

IanrLah 2
Fungsi Penilaian menentukan NJOP, baik untuk bumi dan bangu.nan.
NJOP bumi dan NJOP bangunan merupakaa keluaran dari tahap ini. NJOP
ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB
terutang.



D. Alur
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A.3 I a Penilaian Tanah (2)
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A.3.l.b Penilaian Massal Bangunan- Penyusunan DBKB ek ak Standar
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DBKP Obiek Pajak Non Standar
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A.3.1 c Penilaian Massal - Penyusunan

fasllitasl

*o, )
Bansunan I

ditentukan I

dencan I
cara nilai )

oBKB tot l 
I

or xuranSr I
penwsutan I

)



A.3.2.a Pendaian - Pendekatan Data Pasar ( Untuk Tanah )
Fungsi Penilaian

Menyiapkan
sPoP, U(OK
r€ncana &
data lainnfa

rang
diperlukan

Daftar KJOP

inidigunakan
untuk

menghitung
jumlah pajak

terutang
dengan

menSgunakan
komputer

Melakukan
Persiapan

berda5arkan
dokumen -

dokumen yang

diperlukan

Reiaana (era

FunSsi

Penyediaan Dokumen
Pendukung

M€ngumpulkan
Date Pasar

Tanah

Data Pasar

Oaftar MrOP

bumi

Rekomendasi
NIR

Membandingkan
OP & HarBa

Pasar

Hasil Penilaian
Dengan S€lisih
1096 lerhadap NIR

HasilPenerimaan
dengan Selisih

1096 terhadap NIR

Membuat
Rekomendasi NIR

MenSgunakan NIR

s€bagaidasar
Penetapan



A.3.2 b. Penilaian Individual - Pendekatan Biaya ( untuk Tanah & bangunan )

Fungsi Pendataan Penilaian

SPOP

LKOK

Menilai Tanah Seperti pada
p€ndekatan data pasar

Daftar NjOP ini
digunakan untuk
menghituna
jumlah pajak

terutang dengan
menggunakan
komputer

LXOK

Menilai bangunan dengan
menghitung nilai p€rolehan

baru bantunan dikurangi
penYusutan

Daftar
,OP Bumi

Daftar [rOP
banSunan



A.3.2.c Penilaian Individual - Pendekatan Pendapatan
iPe anan

Kumpul.n data bemsalda
d.ta ocndagaten/sewa
setahun, data sinStat
kekosongan setahsn data
biaya opcradi retahun drta
tinakat kapitalirasi batia n Menthitunt p€nda pata

a

[-*rrou*,un]
{ barasal }
[3-i **iJ

pendapatan loto. ef€

M.ighitunt

me.Ahitunt

menthitunB biaya

Melakukan
lGpitalisasi
Pendapatan

,r'enam bahkan denBan
p.ndap:trnd.ri rumb.r
lainnya)menghitung
bi.ya opcrasi retahun,
menGhitunt t€untuntan

menghitung nilair.sa

rnenghitunt nilei5e*a

I

menthitunS nilai OP

m.ehltunt nllai
OP

Dan,I NJOP ini diguruaakatr
&tuk rnedghitung iulah psjdk
t€rutang derusn menggurukatr
KorDpr4er.

Melakukan
Kapitalasasi

Pendapatan

Oaftar NIOP

Bangunan
Daftar NJOP

Bangunan

kumpulan data
yang diperiukan
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1 Drs Y JuEn Jonau Wakil Bupali

2 Drs. YotEnei Avun, M.Si S6kda ?./
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I.AITIPIRAN TV :

PROSEDUR PENETAPAN PBB

A. GAiIBARAT{ UMU]Ii.

Prosedur penetapan ini mencakup tahapan Fungsi Penetapan dalam mencetak dan
menyampaikan Surat Pemberitahuan PaJak Terutang (SPPD kepada wajib paiak. Dalam proses

distribusi SPff, FurEsi Penetapan dibantu oleh pehtgas di Tempat Pembararan PBB. Di samping
itu, prosedur ini Juga mencakup proses keberatan yang mungkin dhJukan oleh wajlb pajak.

B. PIHAKTERKATT.

PERAruRAI{ BUPATI }IAHAKAiI ULU NO]IIOR
TENTAIIG PETUIT,UK PELAKISANAAI{ SISTEIII
PE]IUNGUTAII PA'AK BUMI DAI{ BAilGUNAT{.

34 TAHUIT 2017
DAN PROSEDUR

C. LAITGKAH.T]ANGKAH TEKNIS.

Lnokah 1

Fungsi Penebpan mencebk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tanda Terima
Sementara (STTS), Serta dua lembar Daftar Himpunan Ketetapan Palrk (DHKP) berdasarkan data
pasar, DBKB. peta blolt SPOP, dan net konsep skevpeta ZNT yang diperoleh dari Fungsi
Pengolahan Data.

Lnokah 2

Fungsi Penetapan menyerahkan DKHP serta STTS ke Tempat Pembayaran PBB. Tempat
Pembayaran PBB akan menyimpan STTS dan lembar pertama DHKP ke dalam a6ip rnasing-
nnsing kemudian menyerahkan lembar kedua DHKP kepada petugas pemungut. Fungsi
penetapan juga akan rnendistribusikan SPff ke Wajib Paiak melalui Ternpat Pembayaran PBB.

tanokah 3

Wajib Pajak yang merasa keberatan dengan jumlah pajak terutang mengajukan keberatan
dengan cara menyerahkan surat keberatan, SPPI/ Surat Ketetapan Pajak (SKP) serta bukti
pendukung yang diperlukan kepada Fungsi Pelayanan.

Lnokah 4

Fungsi Pelayanan memvermkasi kebenaran surat kebeEtan, SPPI/Surat Ketetapan Pajak (SKP)
serta buKi pendukung yang diserahkan oleh Wajib Pajak.

1

1. FungEa Pengolahan Dsta.

Fungsi Pengolahan Data rnerupakan pihak yarg menyedhkan basis-basis data, data pasar,
DBKB, peta blolq SPOP, serta net konsep skeflpeta ZNT untuk digunakan oleh Fungsi
Penetapan,

2. FunE a Penetapan.

Fungsi Penetapan rnerupakan pihak yang menetak SPPT, SfTS, serta Daftar Himpunan
Ketetapan Paiak (DHKP) berdasarkan berbagai basis data yarg disediakan serta
menyampaikannya ke Tempat Pembayaran PBB.

3. Tempat Pembayaran PBB.

PetugEs di Tempat Pembayaran PBB adalah pihak yang menyerahkan DKHP lembar pertarna
kepada pehEas pemungut, SPPT kepada WP, serta menyimpan DKHP lembar kedua dan
STTS di dalam arsip mereka.

4. Warib PaFk
Adalah Pihak yarp berka/vajiban membayar PBB sekal(7us rnemiliki hak untuk rn€ngajukan
keberatan Jika merasa ada ketidaksesuaian, misalnya tentang jumhh palik terutarE yang
harus dibayar.

5. Fungd Pcrayamn.

Fungsi Pelayanan menrpakan pihak yang rnenerirna data{ata yang disampaikan oleh Wajib
Pallk dahm rangka rnengajukan keberatan serta rnemverifikdinfa.

6. Kepala BadanPerdapatan Da€rah,

Kepala EadanPendapatan Daerah rnerupakan pihak yang membuat surat keputusan
merEenai keberatan yang diprces berdasartan Berita Acara Peme.ilcaan.



Jika ti&k see.Jai, keberatan tidak dapat diproses sehinggE datadata tersebut dikembalikan
kepada Wajib Pajak terkait. Namun jika s€suai, datadata tersebut akan diteruskan ke Fungsi
Penetapan.

Lanokah 5

Fungsi Penetapan memeriksa surat keberatan, SPPT / Surat KeGtapan Pajak (SKP) serta bukti
pendukung. lika dapat diproses lebih lanjut. Fungsi Penetapan akan menerbitkan Berita Acara
(BA) Pemeriksaan dan rnemberikannya ke Kepala EadanPendapatan Daerah.

t nokah 5

Kepala Badan Perdapatan Daerah rnembuat Surat Keputusan berdasarlon BA Perneriksaan dan
menyerahkannya ke Fungsi Penetapan untuk diteruskan ke Wajib Pajak.

2



D, Alur
D.1 Pencetakan dan SPPT

wajib PajakTP PBB HugBsFungsi penetapanFungsi
Data

Data
Pasar

DH KP

DHKP

Peta blok

SPOP

SPOP

Mengko
nsep

skeVpet
a ZNT DH(P

Lembar 1

OHI(P

Lembar
2

Mengkon
sep
skevpeta
ZNT

Mencetak
SPEISTTS

dan OHKP

Jumlah pajak

terutang di
SPPf dihitung
menggunakan
xomMer di
pros€dut
Penilaian

ESPPT DHKP
(2lembar)

D}IKP
0cmbar

ST

TS

SPPT SPPT

STTS

3

Data
pa9r

Peta

blok



Wajib paiak Fungsi pelayanan Funqsi penetapan Kepala Bapenda

Surat
keberatan

SPPT SKP

Bukti
p€ndukunS

SPPT SKP

Buhi
Pcrduhnrg

Surat
keputusan

SPPT SKP

data
sesuai

Ya
Bukti
pendukunS

Surat
Keputusan

Surat
(eputusan

Melakukan
verifikasi
kebenaran data

5urat
keberatan

SPPT SI(P

Bukti
pendukunS

Melakukan
pemeriksaan

BA

Pemeriksaan

Sur.t

SPPT S(P

Sulci
pendukunt

Membuat
sulat
leputusan

BA

Pemerik
saan

Srrat
Xeputu$n

No l{rms J.b.t n W*
1 Drs Y. JtEn Jemu Waldl Bupali -r*
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5 Yo6€p Sangiang, SH PIt. K*og Hukum

Kaarbog KLr alE
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LttuPIRA.lt V : PERATI'RAIT BI'PATI UAHAI(A'u t'LU IIOTOR 34
TAIIT'I| 2OI7 TEI|TAITG PEXT'I{JUK PEI"AXSA.ITAAI|
SISTEU DAIT PROSEDTIR PF,UI'I|GUTAX PA.'AI( BI'UI
I'AI{ BAJTGTII|AN.

PROSEDUR PEMBAYARAN PBB

A. GAI}IBARAIT UUUU.

Prosedur pembayaran ini menjabarkan alternatif cara pembayaran
PBB yang dapat dipilih oleh Wajib Pajak, yaitu melalui petugas pemungut,
tempat pembayaran yang ditunjuk seperti bank dan/atau kantor pos
tertentu atau melalui Tempat Pembayaran Elektronik.

B. PII{AI( TERIqIT.

1. wqirb Pqr.t
Wajib Pajak merupakan pihak yang menyerahkan Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang (SPP$, baik ke petugas pemungut, tempat pembayaran
yang ditunjuk, ataupun Tempat Pembayaran Elelrtronik.

2. Pctugr Peauagut
Petugas pemungut PBB adalah pihak yang memverifikasi dan
mencocokkan data WP lalu menyiapkan TTS sebagai bukti setor WP.

3. Tempat knbayann PBB

Petuga.s di Tempat Pembayaran PBB adalah merupakan pihak yang akan
memverifikasi dan menandatangani STTS, menyiapkan daftar realisasi,
menyetor PBB ke kas bank, dan membuat buku penerimaan Dan
penyetoran.

4. Tonpat Penbayaraa Sts!f,1pnllt
Petugas di TPE akan mencatat pembayaran PBB yang dilakukan WP
melalui TPE terkait.

C. LILITGI(AII.LIINGXAII TEXJTIS.

Terdapat tiga cara pembayaran PBB yang dapa.t dipilih oleh W4iib Pajak,
yaitu ke petugas pemungut, ke Tempat Pembayaran yang ditunjuk, atau
melalui Tempa.t Pembayaran Elektronik (TPE).Berikut adalah penjelasan
teknis mengenai ketiganya.

C.l Penbayaraa PBB ke Petugas Pemungut

Iangfsh 1

Petugas Pemungut melakukan verifikasi atas SPPT yang diserahkan oleh
Wajib Pajak serta mencocokkan data pada SPPT dengan data di DHKP
(lembar pertama). Setelah itu, petugas pemungut menyiapkan Tanda
Terima Sementara (TTS).

LaartaL 2

Petugas pemungut membuat Daftar Pembayaran PBB atas setiap
pembayaran PBB dari Wajib Pajak dan menyerahkan TTS kepada Wajib
Pajak sebagai bukti sementara atas pembayaran PBB.



Laartah 3

Berdasarkan Daftar Pembayaran PBB dan petugas pemungut, Tempat
Pembayaran PBB melakukan verifikasi atas STTS (tiga lembar) dan
menandatanganinya. Kemudian, Tempat Pembayaran PBB memberikan
lembar pertama STTS kepada Wajib Pajak.

Ianr&ah 4
Wajib Pajak menerima STTS lembar pertama dari Tempat Pembayaran PBB
kemudian menukarkan TTS yang dipegangnya ke petugas pemungut.
Petugas pemungut akan menyimpan TTS ini ke dalam arsip.

Lau&ah 5
Tempat Pembayaran PBB melakukan pencatatan PBB yang telah diterima
baik di Daftar Realisasi serta Buku Penerimaan dan Penyetoran PBB.

Laastah 6
Tempat Pembayaran PBB menyetorkan PBB yang telah dibayarkan ke kas
Bank. STTS lembar kedua akan diserahkan kepada Bendahara Penerimaan
dan yang ketiga akan disimpan kedalam arsip STTS di Tempat Pembayaran
PBB. Setelah menyetorkan PBB ke bank, Tempat Pembayaran PBB akan
menerima Surat Tanda Setoran (STS) sebanyak dua lembar.

Laukah 7
Tempat Pembayaran PBB akan mencatat penyetoran pada Buku
Penerimaan dan Penyetoran kemudian menyerahkan lembar pertama STS
kepada Bendahara dan menyimpan lembar keduanya di dalam arsip.

C.2 Pombayaran PBB Le Tenpat Pernba5raraa yang Dituqlut

L.arlah I
Tempat Pembayaran yang ditunjuk melakukan verilikasi atas SPPT yang
diserahkan oleh Wajib Pajak, mencocokkan data Wajib Pajak, kemudian
menandatangani STTS (Tiga kmbar), Lembar Pertama STTS diserahkan
kepada Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran PBB.

Learrteb 2
Tempat Pembayaran PBB melakukan pencatatan PBB yang telah diterima
baik di daftar Realisasi serta Buku Penerimaan dan Penyetoran PBB.

Lengtah 3
Tempat Pembayaran PBB menyetorkan PBB yang telah dibayarkan ke kas
bank. STTS Iembar kedua akan diserahkan kepada bendahara Penerimaan
dan yang ketiga akan disimpan ke dalam arsip STTS di Tempat
Pembayaran PBB. Setelah menyetorkan PBB ke Bank, Tempat Pembayaran
PBB akan menerima Surat Tanda Setoran (STS) sebanyak dua lembar.

Irnstah 4
Tempat Pembayaran PBB akan mencatat p€nyetoran pada Buku
Penerimaan dan Penyetoran kemudian menyerahkan lembar pertama STS
kepada Bendahara Penerimaan dan menyimpan lembar keduanya di dalam
arsip.



C.3 PembaSraraa PBB ke Tempat Pemba5zaran Blgktrontr (TPE|

Lanqliah 1

Wajib Pajak mengisi data SPPT di TPE lalu menyerahkan bukti atas
pembayaran yang telah dilakukannya baik melalui Anjungan T\rnai
Mandiri (ATM), telepon seluler dan/ atau internet kepada TPE.

Lslrslah 2

TPE membuat Daftar Pembayaran PBB berdasarkan bukti bayar kemudian
mengembalikan bukti bayar tersebut ke Wajib Pajak. Kemudian, Wajib
Pajak memberikan bukti bayar ke Tempat pembayaran PBB untuk
memperoleh ST[S.

Lanst h3
Tempat Pembayaran yang ditunjuk melakukan verifikasi atas SPPT yang
diserahkan oleh Wajib Pajak dan kemudian menandatangani STTS (Tiga
kmbar). kmbar Pertama STIS diserahkan kepada Wajib Pajak sebagai
bukti pembayaran PBB.

Ianglah 4
Tempat Pembayaran PBB melakukan pencatatan PBB yang telah diterima
baik di Daftar Realisasi serta Buku Penerimaan dan Penyetoran PBB.

Ianrtah 5
Tempat Pembayaran PBB menyetorkan PBB yang telah dibayarkan ke kas
bank. STTS lembar kedua akan diserahkan kepada Bendahara Penerimaan
dan yang ketiga akan disimpan ke dalam arsip STTS di Tempat
Pembayaran PBB. Setelah

menyetorkan PBB ke bank, Tempat Pembayaran PBB akan menerima
Surat Tanda Setoran (STS) sebanyak dua lembar.

Lanr&ah 6
Tempat Pembayaran PBB akan mencatat penyetoran pada Buku
Penerimaan dan Penyetoran kemudian menyerahkan lembar pertama STS
kepada Bendahara Penerimaan dan menyimpan lembar keduanya di dalam
arsip.



D. BAGAI{ ALI'R

32t n PBB Ke

Tem rAN PBBkib utPet s
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322.pembayaran PBB ke tempat pembayaran yang ditunjuk

Tempat pembayaranWajib pa.iak

Melakukan verifikasi,
mencocokan data vip dan

menandatangani STTSSPPT SPPT

STTS

lt€MB R 1l
STTS

ILEM8A&2,

MITAXU(AN
PENCATATAN

STTS

ILEMBAR,2,3]
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PENYETORAN

sTs
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srs
(temba. 1)

STTS

lrEMBAR,ll

t
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(EPADA
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Daftar
Realisasi

Buku
Penerimaa
n&
Penyetoran

MENYETORKA
N XE KAs BANX

ILEM8AR,2 ItEM8AR,3

STS 2

LEMBAR

STTS STTS



3.2.3. Pembayaran PBB ke Tempat pembayaran Elelrronik ( TPE )

wqiib Pajak TPE Tempat Pembayaran PBB

SPPT
Bukti
pembayaran

Bukti
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LIIIPIRAN VI: PERATT'RAI{ BT'PATI MAHAI(AT I'LU NOUOR 34 TAIIUN
2017 TEI{TAI{G PETUNJT'K PELITXSAITAAIT SISTEU DAN
PROSEDI'R PEUIIIYGUTAN PA"'AI{ BTIilI DAIT BAJTGT'ilAN.

PROSEDT'R PEI|AGIHAIT BPTITB

A. GAIBARA.IT UUUM.

Prosedur penagihan PBB ini dijalankan ketika Wajib Pa,iak terlambat
membayar PBB dan/ atau membayar dengan jumlah yang kurang. Fungsi
Penagihan dapat memproses hal ini dengan menggunakan dokumen-
dokumen berupa Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Teguran, dan/ atau
Surat Paksa.

B. PTHAXTERKAIT.

f . fungsf Deaagfhaa.

Fungsi Penagihan adalah pihak yang menerbitkan dan mengirim Surat
Tagihan Pajak ke Wajib Pajak serta menerbitkan Surat Teguran hingga
Surat Paksa jika Wqjib Pajak tidak melunasi PBB-nya.

2. wqllb Pqiak

Wajib Pajak akan menerima Surat Tagihan Pajak terutangnya dan
menindallanjuti surat tersebut, baik membayar PBB-nya maupun
tidak.

3. tr.ungsf Peagolrhan l)ata.
Fungsi Pegolahan Data adalah pihak yang menyediakan Daftar
Tunggakan PBB ke Fungsi Penagihan sebagai dasar penerbitan Surat
Tagihan Pajak.

C. IAI|GKAII.LI\I|GI{AII TEXrIS.
Irutah I
Fungsi Penagihan meminta Daftar Tunggakan PBB kepada Fungsi
Pengolahan Data. Lalu, daftar ini akan diteliti sebagai acuan penerbitan
Surat Tagihan Pajak/STP (2 lembar).

Iangleh 2

Fungsi Penagihan menyimpan lembar kedua STP kedalam arsip dan
menyerahkan lembar pertamanya kepada Wajib Pajak.

Langtah 3
Wajib Pajak penerima STP akan melakukan penyetoran PBB sesuai cara
pembayaran yang dipilihnya. Penyetoran PBB ini secara otomatis akan
memperbarui Da{tar Tunggakan PBB yang dimiliki oleh Fungsi Pengolahan
Data. Namun, jika Wajib Pajak tetap tidak membayar, Frrngsi Penagihan
akan menerbitkan Surat Teguran.

Leartah 4
Fungsi pgnqgihan menerbitkan Surat Teguran bagi Wajib Pajak yang
belum juga membayarkan PBB terutangnya. Lembar kedua akan
diarsipkan sementara lembar pertama akan disampaikan kepada Wajib
Pajak terkait.

Langkah 5

Wajib Pajak penerima Surat Teguran akan melakukan penyetoran PBB
sesuai cara pembayaran yang dipilihnya. Penyetoran PBB ini secara
otomatis akan memperbarui Daftar Tunggakan PBB yang dimitki oleh
Fungsi Pengolahan Data. Namun, jika Wajib Pajak tetap tidak membayar,
Fungsi Penagihan akan menerbitkan Surat paksa.



Iaastah 6
Fungsi p6lagihan menerbitkan Surat Paksa bagi Wajib Pajak yang belum
juga membayarkan PBB terutangnya. Lembar Kedua akan diarsipkan
sementara lembar pertama akan disampaikan kepada Wajib Pajak terkait.

Lenstah 7
Wajib Pajak penerima Surat Paksa akan melakukan Penyetoran PBB sesuai
cara pembayaran yang dipilihnya. Penyetoran PBB ini secara otomatis
akan memperbarui Da-ftar Tunggakan PBB yang dimiliki oleh Fungsi
Pengolahan Data. Namun, jika Wajib Pajak tetap tidak membayar, Fungsi
Penagihan akan menindallanjuti Wajib Pajak terkait. Bentuk tindak lanjut
yang dilakukan dapat berupa penuntutan, pelelangan asset Wajib Pajak,
dan lainJain.
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B.3. l Pcnasihan (2)
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LIIilPIRAIT VII : PERATI'RAI| BUPATI TAIIAXA,U I'LU IfOfOR
34 TAHIII| 2017 TEI{TAI|G PENII{JUK PEI.AITSAITIIAII
SISTEU DAI{ PROSEDI'R PTUI'ITGUTAIT PA'AI( BI'UI
DA.IT BAITGIIITAIT.

PR,OSEDT'R PEI|CATATAIT PEI|ERITAAI{ PBB

A. GAHBARAN I'UUU.

B. PIHAN TERXAIT.

1. Tempat Pembayaraa PBB.

Tempat Pembayaran PBB merupakan tempat yang dapat didatangi oleh
Wajib Pajak untuk membayar PBB mereka secara langsung.
Pembayaran PBB melalui petugas pemungut serta Tempat Pembayaran
Elelrtronik pun akan diteruskan ke Tempat Pembayaran ini.

2. BendaharaPenerlmaaa.

Merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk menyiapkan l,aporan
pertanggung Jawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan dan
menyerahkannya ke bidang Pendapatan Daerah.

3. PeJabat Penatausahaen Keuengan (PPK).

PPK adalah pihak yang memverifi.kasi LPJ Bendahara Penerimaan,
STTS dan STS dari Bendahara Penerimaan.

4. Kcpala Badaa Pcndapatan llaerah.
Kepala Badan Pendapatan Daerah mengesahkan LPJ Bendahara
Penerimaan, STTS dan STS yang telah diverifikasi oleh PPK.

5. Petrrgns Fcnungut.
Petugas Pemungut merupakan pihak yang menyerahkan daftar
pembayaran PBB ke bidang pendapatan Daerah.

6. Tonpat Pemba5raran PBB.

Petugas di Tempat Pembayaran PBB merupakan pihak yang akan
menyerahkan daftar realisasi pembayaran PBB ke bidang pendapatan
Daerah.

7. Tempat Pombayaran Elektrontt (TPE).

Petugas di Tempat Pembayaran PBB merupakan pihak yang akan
menyerahkan daftar pembayaran PBB ke bidang pendapatan Daerah.

8. Btdaag Pendrpatan Daerah.

Bidang di Badan Pendapatan Daerah ini merupakan pihak yang
menerima dokumen-dokumen dari petugas pemungut, Tempat
Pembayaran, dan TPE.

Dalam Prosedur pencatatan penerimaan PBB ini, semua pendapatan PBB
yang masuk, baik melalui petugas pemungut, tempat pembayaran PBB,
maupun Tempat Pembayaran Elektronik (TPE) akan dilaporkan ke
Bendahara Penerimaan sebagai dasar menyusun Laporan Pertanggung
Jawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan. Semua laporan yang dibuat oleh
pihak-pihak yang legal untuk menerima pembayaran PBB serta LPJ
Bendahara Penerimaan akan disampaikan kepada Bidang pendapatan
Daerah.



C. LIII|GI(AII-LIII{GXAH TEXNIS.

Lenrtah I
Bendahara Penerimaan melakukan pencatatan atas pembayaran PBB yang
telah diterima. Pencatatan ini dilakukan berdasarkan Surat Tanda Setoran
(STS) lembar pertama dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) lembar
kedua dari Tempat Pembayaran PBB.

Lslr*ah 2
Bendahara Penerimaan menghasilkan LPJ Bendahara Penerimaan (dua
rangkap), STTS (lembar kedua), serta STS (lembar pertama) dari
pencatatan yang dilakukannya. LPJ Bendahara Penerimaan rangkap kedua
disimpan di dalam arsip sedangkan yang pertama, bersama STIS (lembar
kedua) dan STS (lembar pertama) diserahkan ke Pejabat Penatausahaan
Keuangan (PPK) untuk diverifikasi.

Laagtah 3
PPK memverifikasi LPJ Bendahara Penerimaan (rangkap pertama). STTS
(lembar kedua) serta STS (lembar pertama) dari Bendahara Penerimaan
kemudian menyerahkannya ke Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk
disahkan.

Lanct h4
Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan pengesahan atas ketiga
dokumen tersebut dan mengembalikannya kepada PPK. Selanjutnya, PPK
akan memproses LPJ Bendahara Penerimaan (rangkap pertama), STTS
(lembar kedua), serta STS (lembar pertama) ini ke prosedur lainnya, yaitu
pencatatan dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah/ SAPD (tidak
dijelaskan di sini).



D. BAGAN ALT'R.

c.1.1 Bendahara Penerimaan
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C. 1.2 Pelaporan Realisasi
Peuqas
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